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Abstract. The high interest in music concerts encourages people to attend concerts, this 

makes many event organizers compete to present music concerts. One of them is EO 9 Naga 

Production which presents a music concert called "BarBar Festival". This concert is highly 

anticipated by the public, especially fans of Happy Asmara and Gilga Sahid. However, 

unfortunately there was a sudden cancellation of the event by the organizers on the day the 

event took place. It turned out that the reason for the cancellation of the event was due to an 

administrative problem that had not been resolved by the organizers with Gildcoustic 

management. This then creates conflict between the audience and management. Therefore, 

the aim of this research is to find out the provisions that form the legal basis regarding the 

cancellation of music concerts. This research uses a normative juridical approach method by 

studying secondary legal materials in the form of statutory regulations, legal theory and 

opinions from scholars and uses a qualitative data analysis method which is carried out by 

interpreting the legal materials that have been processed. Thus, it is important to adjust the 

implementation of the concert and the applicable regulations so that actions that are 

detrimental to consumers do not occur because the state has provided protection for the 

Indonesian people through regulations that have been made, this is a form of preventive legal 

protection. So the organizers have an obligation to be responsible based on the Consumer 

Protection Law Number 8 of 1999. 
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Abstrak. Tingginya minat konser musik mendorong masyarakat untuk mendatangi konser, 

hal ini membuat banyak penyelenggara event yang berkompetisi untuk menghadirkan 

konser musik. Salah satunya EO 9 Naga Production yang menghadirkan konser musik 

dengan nama “BarBar Festival”. Konser ini sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama 

penggemar Happy Asmara dan Gilga  Sahid. Namun, sayangnya terjadi pembatalan acara 

secara mendadak oleh pihak penyelenggara pada hari acara terlaksana. Ternyata alasan 

pembatalan acara tersebut yaitu karena adanya masalah administrasi yang belum selesai oleh 

penyelenggara kepada manajemen Gildcoustic. Hal ini kemudian menimbulkan konflik 

antara penonton dan manajemen. Karenanya, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui 

bagaimana ketentuan yang menjadi dasar hukum terkait peristiwa pembatalan konser musik. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan studi bahan hukum 

sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat dari sarjana 

serta menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara 

menginterpretasi bahan- bahan hukum yang telah diolah. Dengan demikian, menjadi penting 

untuk menyesuaikan antara pelaksanaan konser dan aturan yang berlaku agar tidak terjadi 

tindakan yang merugikan konsumen karena negara telah memberikan perlindungan bagi 

masyarakat Indonesia melalui peraturan yang dibuat, hal ini merupakan bentuk dari 

perlindungan hukum preventif. Sehingga pihak penyelenggara mempunyai kewajiban untuk 

bertanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 

1999. 

Kata Kunci: Pembatalan Konser, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab. 
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A. Pendahuluan  

Konser   musik   merupakan   salah   satu   jenis   hiburan   yang   banyak   diminati   oleh 

masyarakat  Indonesia. Di Indonesia, minat dan partisipasi masyarakat terhadap konser musik semakin 

meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data riset yang dilakukan oleh “Beyond Borders: A Study of 

Indonesian Concert-Goers’ Behavior”, pada tahun 2023 dengan jumlah responden 1.056 orang, 

tercatat sebanyak 42% orang pernah menghadiri konser musik dalam kurun waktu tersebut. Dalam 

riset tersebut juga menanyakan apakah resonden berencana untuk menghadiri konser pada tahun 2024, 

dan ternyata sebanyak 48% dari total responden memiliki rencara untuk menghadiri konser musik di 

tahun 2024. 

Tingginya minat masyarakat untuk mendatangi konser musik membuat banyak penyelenggara 

event yang berlomba-lomba untuk menghadirkan konser musik yang fantastis. Salah satunya yaitu 

EO 9 Naga Production yang menghadirkan korser musik dengan nama “BarBar Festival”. Konser 

musik ini merupakan konser yang sangat dinantikan oleh banyak masyarakat, terutama oleh 

penggemar Happy Asmara dan Gilga Sahid. Konser ini dijadwalkan akan terlaksana pada tanggal 26 

Juli 2024 di Banyuwangi. Dengan antusias yang tinggi sebanyak 1.010 tiket terjual secara online 

melalui vendor Tiket24jam. Namun, sayangnya terjadi pembatalan acara secara mendadak oleh pihak 

penyelenggara pada hari dimana acara tersebut harus terlaksana. Diketahui setelahnya ternyata alasan 

pembatalan acara terserbut yaitu karena adanya masalah administrasi yang belum selesai oleh pihak 

penyelenggara kepada manajemen Gildcoustic. 

Pembatalan acara konser musik memang merupakan fenomena yang cukup sering terjadi jauh 

sebelum adanya peristiwa pembatalan pada konser musik “BarBar Festival”. Adapun diantaranya 

yaitu konser Morrissey yang seharusnya terlaksana di Istora Senayan pada 22 November 2023 namun 

batal karena adanya kendala teknis, dan konser tunggal JUUNY ‘Blanc’ yang dijadwalkan terlaksana 

pada 26 Januari 2024 di Bekasi Convention Center namun batal karena kendala jatuh sakit. 

Batalnya sebuah konser musik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adanya masalah 

administrasi, kurangnya minat pembeli tiket, pihak penyelenggara yang melakukan perbuatan 

melawan hukum, atau faktor lain yang termasuk kedalam kategori force majeure. Tidak jarang kita 

temui force majeure menjadi alasan batalnya pelaksanaan konser. Adapun yang dimaksud dengan 

force majeure yaitu keadaan memaksa yang terjadi diluar kendali menyebabkan tidak dapat 

dipenuhinya kewajiban. 

Kemungkinan pembatalan konser musik ini membuktikan perlu adanya perlindungan hukum 

disektor hiburan untuk melindungi konsumen yang telah dirugikan baik secara materiil maupun 

immaterial. Perlindungan hukum diperlukan salah satunya yaitu untuk menimbulkan rasa aman agar 

masyarakat merasa terlindungi. Dengan rasa aman ini, maka akan meningkatkan pula antusias 

masyarakat untuk mengikuti acara hiburan seperti konser musik. 

Terdapat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi konsumen di 

Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

(selanjutnya ditulis UUPK). Dalam undang-undang ini diantaranya membahas mengenai hak dan 

kewajiban bagi konsumen juga pelaku usaha. Salah satu tujuan dari dibentuknya undang-undang ini 

seperti yang disebutkan pada bagian menimbang yaitu untuk mewujudkan keseimbangan dalam 

perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga dapat menciptakan perekonomian 

yang sehat. 

Realitanya, masih banyak kejadian yang mengabaikan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan, terkhusus dalam Pasal 4 UUPK yang mengatur hak-hak dari konsumen, salah satunya yaitu 

mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan. Contoh dari pelanggaran Pasal 4 UUPK yaitu, dalam acara konser musik “BarBar Festival” 

terdapat pelanggaran atas hak-hak konsumen yang terjadi karena adanya pembatalan konser secara 

sepihak oleh pihak penyelenggara.  

Penelitian dengan topik serupa sebelumnya sudah pernah dilakukan. Diantaranya yaitu seperti 

yang dilakukan oleh Nawasasi Prantopo Haryo Prakoso dari Universitas Airlangga pada tahun 2014 

silam yang melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan 

Konser Musik Oleh Pihak Promotor”. Dalam melihat penelitian tersebut, peneliti berfokus pada 

permasalahan apakah pembatalan konser yang dilakukan oleh promotor merupakan pelanggaran hak 

konsumen, dan apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan konser 

musik. Penelitian lain dengan topik serupa juga dilakukan oleh Sanny Mariani Hisarma dan I Putu 
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Sudarma Sumadi dari Universitas Udayana pada tahun 2023 yang melakukan penelitian dengan judul 

“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Oleh Pihak Promotor”. 

Dalam penelitian tersebut, peneliti berfokus pada rumusan masalah bagaimana tanggungjawab 

promotor atas pembatalan konser musik oleh pihak promotor, juga mekanisme pengembalian uang 

bagi konsumen yang telah membeli tiket konser musik yang dibatalkan oleh pihak promotor. 

Tujuan dari penelitian terdahulu dengan penulis dalam penelitian ini memiliki perbedaan, 

penelitian ini akan menjadi sangat penting untuk mengetahui adakah peraturan yang dapat menjadi 

dasar dari peristiwa pembatalan dalam kasus konser musik “BarBar festival”.Selain itu, penelitian ini 

juga menunjukan perlunya kajian hukum lebih mendalam untuk melindungi hak yang dimiliki oleh 

konsumen.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan pengaturan yang menjadi dasar hukum terkait peristiwa pembatalan 

konser musik “BarBar Festival” menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen? 

Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana ketentuan pengaturan yang menjadi dasar hukum terkait peristiwa 

pembatalan konser musik “BarBar Festival” menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. 

 

B. Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu 

penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder saja. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui 

identifikasi dan inventarisasi peraturan hukum positif, serta penelaahan bahan pustaka seperti buku, 

jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber hukum lain yang relevan dengan masalah hukum 

yang diteliti.  Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu 

pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis karena tidak melibatkan rumus atau 

angka, dengan menggunakan metode berpikir deduktif. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Konser musik “BarBar Festival” merupakan kegiatan yang sudah dinantikan oleh banyak 

orang. Konser ini diselenggarakan oleh Event Organizer 9 Naga Production dan dijadwalkan akan 

terlaksana pada tanggal 26 Juli 2024. Untuk dapat menghadiri konser ini, dibutuhkan tiket yang 

diperjualkan melalui pihak vendor tiket yaitu Tiket24Jam Namun, terjadi pembatalan tepat pada hari 

acara tersebut seharusnya terlaksana. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh penggiring salah 

satu artis yang dijadwalkan tampil dalam acara ini, pembatalan acara dilakukan akibat adanya masalah 

administrasi yang belum diselesaikan oleh pihak penyelenggara kepada pihak manajemen artis. 

Adapun administrasi yang dimaksud dalam pembatalan ini yaitu mengenai pembayaran kepada pihak 

manajemen artis. Akibat pembatalan acara, banyak sekali  kerugian yang ditimbulkan baik untuk 

konsumen, EO, artis, ataupun pihak lain yang turut ikut serta dalam acara ini. Dalam pembahasan ini, 

fokus penulis yaitu mengenai bagaimana pengaturan mengenai peristiwa pembatalan konser musik. 

Konser merupakan suatu pertunjukan musik di depan umum oleh pemain musik. Kegiatan 

konser musik merupakan kegiatan yang diminati oleh banyak orang. Pada pelaksanaannya, konser 

musik ini secara tidak lansung akan mendatangkan banyak penonton dalam kegiatan acaranya. Dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) Pasal 

28 dinyatakan bahwa setiap orang memiliki kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 

pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Hal ini berarti tidak ada larangan bagi penyelenggara 

acara untuk mendatangkan sekumpulan orang dalam pelaksanaan kegiatan konser musiknya, hal ini 

juga berarti semua orang memiliki kebebasan untuk berkumpul dan menonton pertunjukan musik 

secara bersama-sama.  

Konser musik merupakan bagian dari pariwisata. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata 
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dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, konser musik  “BarBar Festival” merupakan 

kegiatan wisata yang diadakan dan difasilitasi oleh pengusaha. Maka dengan itu, konser “BarBar 

Festival” merupakan kegiatan pariwisata. Dalam undang-undang ini, terdapat istilah usaha pariwisata, 

yaitu usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata. “BarBar Festival” merupakan usaha pariwisata yang menyediakan jasa 

berupa pertunjukan konser, hal ini sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa salah satu usaha pariwisata adalah penyelenggaraan kegiatan 

hiburan dan rekreasi. Dalam usaha pariwisata, terdapat pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan 

kegiatan wisata, pada kasus “BarBar Festival” yang menjadi pengusaha atau penyelengggara yaitu 

Event Organizer 9 Naga Production.  

Konser musik “BarBar Festival” merupakan kegiatan yang dilaksanakan di Banyuwangi, 

maka dari itu pelaksanaan acara harus tunduk pada peraturan daerah setempat yaitu Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 tentang  Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan. 

Penyelenggaraan konser musik pada Perda tersebut termasuk dalam klasifikasi usaha tempat hiburan 

sementara. Adapun yang dimaksud dengan usaha tempat hiburan sementara adalah usaha yang 

dilakukan oleh orang atau badan yang tempat dan penyelenggaraanya diberikan dalam waktu tertentu. 

Pada Pasal 5 disebutkan bahwa : “Setiap orang atau badan berhak untuk melakukan kegiatan 

penyelenggaraan usaha tempat hiburan.” 

Adapun dalam melakukan kegiatannya, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana 

disebutkan pada Pasal 6, yaitu : 

1. “Penyelenggara usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebelum 

melakukan kegiatan usahanya wajib mengajukan pemberitahuan dan pendaftaran kepada 

Kepala daerah.  

2. Pemberitahuan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada 

penyelenggaraan usaha tempat hiburan baik yang bersifat sementara atau permanen. 

3. Tata cara pemberitahuan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati.” 

Pembatalan pada acara konser musik “BarBar Festival” bukanlah merupakan pembatalan 

konser musik pertama yang terjadi di Indonesia. Dalam penyelenggaraan konser, dibutuhkan tiket 

sebagai akses atau izin administrasi agar dapat masuk kedalam area konser musik dan tanda bahwa 

orang tersebut telah melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan jasa berupa sajian pertunjukan. 

Namun, dengan adanya pembatalan yang terjadi, konsumen tidak mendapatkan jasa sesuai dengan 

yang diharapkan. Konsumen dalam hal ini adalah orang yang telah membeli tiket kepada pihak 

promotor dan berhak untuk mendapatkan sebuah sajian konser musik sesuai dengan yang 

diperjanjikan oleh pihak promotor. 

Sebelumnya, konsumen telah membeli tiket untuk mendapatkan jasa berupa sajian konser 

musik “BarBar Festival” yang pelaksanaannya telah tertuliskan dalam tiket ataupun promosi oleh 

pihak penyelenggara. Dalam tiket ataupun promosi yang telah dilakukan, pihak penyelenggara telah 

menyampaikan waktu penyelenggaraan acara ataupun daftar artis yang akan ditampilkan pada saat 

acara berlangsung. Hal ini secara tidak langsung merupakan janji yang diberikan oleh penyelenggara 

acara kepada konsumen.  

Dalam sebuah perjanjian, terdapat syarat sah yang harus dipenuhi agar perjanjian didalamnya 

dapat megikat secara hukum. Syarat sah ini tersebut dalam Pasal 1320 KUHPertdata, yaitu adanya 

kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu 

hal yang halal. Adapun dalam kasus ini, baik pihak vendor tiket maupun konsumen yang terlibat telah 

memenuhi syarat sah dari sebuah perjanjian. Saat proses pembelian tiket, kesepakatan para pihak 

terjadi setelah konsumen menyetujui untuk membayar harga tertentu atas jasa konser yang ditawarkan 

oleh pihak vendor. Baik pihak vendor ataupun konsumen telah cakap hukum karena dalam transaksi 

jual beli membutuhkan KTP sebagai tanda pengenal, dengan adanya KTP membuktikan bahwa para 

pihak telah dewasa menurut hukum. Jasa untuk mendapatkan sajian konser pada acara “BarBar 

festival” merupakan objek yang diperjanjikan oleh pihak penyelenggara kepada konsumen, dan 

penyelenggaraan konser ini bukan lah hal yang dilarang oleh undang-undang di Indonesia sehingga 

termasuk dalam suatu hal yang halal. Akan tetapi pada kronologi terdapat pembatalan yang dilakukan 

secara mendadak oleh pihak penyelenggara pada hari seharusnya konser dilaksanakan. Hal ini 
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menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen. 

Dalam peraturan di Indonesia, terdapat regulasi yang mengatur mengenai pelaku usaha dan 

konsumen, yaitu pada  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPK). Dalam UUPK diatur tentang apa saja yang menjadi hak dan harus didapatkan oleh 

konsumen, yang mana dijelaskan pada Pasal 4, yaitu: 

1. “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa;  

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;  

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau 

jasa;  

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;  

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut; 

6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;  

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau 

jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;  

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.” 

Jika melihat pada ketentuan pasal tersebut, bukan hanya hak mendapatkan sajian konser musik 

sebagai jasa yang harus diberikan saja yang dilanggar oleh pelaku usaha atau EO pada kasus ini, 

melainkan terdapat pula hak-hak lain juga dilanggar dan tidak didapatkan oleh konsumen. Hak 

tersebut yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jasa, 

dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian biasa akibat jasa yang diberikan 

tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. 

Pembatalan dalam acara merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi bagi para pihak 

didalamnya. Dalam sebuah perjanjian, kesepakatan para pihak merupakan salah satu syarat sah yang 

harus dipenuhi, maka dari itu umumnya pembatalan terhadap isi perjanjian tidak dapat dilakukan 

tanpa adanya kesepakatan dari para pihak. 

Pada kasus “BarBar Festival” dengan adanya pembatalan acara, maka pihak penyelenggara 

tidak dapat memenuhi perjanjiannya kepada konsumen, yaitu untuk menyelanggarakan sajian konser 

musik. Hal ini berarti pihak penyelenggara telah melakukan wanprestasi atas janjinya. Pengertian 

wanprestasi sebagaimana tertulis pada Pasal 1238 KUHPerdata yaitu kondisi ketika debitur 

dinyatakan lalai atau tidak memenuhi kewajiban dari suatu perjanjian, yang mana para pihak disebut 

debitur dan kreditur, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan 

lewatnya waktu yang ditentukan. 

Adapun terdapat alasan pembenar wanprestasi dapat dilakukan, yaitu  apabila terjadi keadaan 

memaksa yang diluar kendali yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya kewajiban, atau biasa 

disebut dengan istilah force majeure. Adapun yang termasuk didalam force majeure ini adalah 

bencana alam, wabah penyakit, peperangan, kebijakan pemerintah atau hal lain yang terjadi diluar 

kendali. 

Pada kasus “BarBar Festival”, pembatalan dilakukan akibat adanya masalah administrasi yang 

belum terselesaikan. Masalah administrasi ini tidak termasuk dalam kategori force majeure, sehingga 

seharusnya tidak ada halangan untuk pihak penyelenggara menyelesaikan administrasi hingga tuntas.  

Berdasarkan analisis diatas maka dapat dikatakan, pembatalan yang terjadi pada kasus ini 

tidak termasuk dalam kategori force majeure, dan merupakan murni kesalahan oleh pihak 

penyelenggara atau EO. Tindakan yang dilakukan ini membuat konsumen sangat dirugikan, akibatnya 

konsumen dapat meminta pertanggung jawaban kepada pihak penyelenggara atas dasar hak-haknya 

yang diatur dalam UUPK. 

 

D. Kesimpulan 

Konser musik di Indonesia termasuk dalam kategori pariwisata. Dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, konser musik merupakan kegiatan wisata 

yang difasilitasi dan diselenggarakan oleh pengusaha, yaitu oleh Event Organizer 9 Naga Production. 
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Konser musik “BarBar Festival” merupakan kegiatan yang dilaksanakan di Banyuwangi, maka dari 

itu pelaksanaan acara harus tunduk pada peraturan daerah setempat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 tentang  Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan. Dalam Perda 

tersebut, konser musik termasuk dalam kategori usaha tempat hiburan sementara, yang 

pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan dalam Perda tersebut, yaitu dengan melakukan 

pendaftaran dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kepala daerah setempat. Namun, terdapat 

pembatalan acara yang terjadi pada saat hari seharusnya konser tersebut terlaksana. Pembatalan yang 

terjadi ini murni merupakan kesalahan dari pihak penyelenggara atau EO, yang tidak dapat 

menyelesaikan administrasi kepada salah satu bintang tamu yang akan tampil. Atas pembatalan yang 

terjadi, Pihak penyelenggara tidak dapat melaksanakan janji nya untuk menyajikan penampilan artis 

sebagaimana yang di promosikan sebelumnya, atau dapat dikatakan pihak penyelenggara telah diduga 

melakukan wanprestasi. Pihak penyelenggara juga melanggar hak yang seharusnya didapatkan 

konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 UUPK. 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kedepannyapemerintah memiliki regulasi yang 

secara khusus mengatur mengenai konser musik di Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa peraturan 

yang membahas sekilas mengenai kegiatan konser musik seperti dalam UUPK, namun pembatalan 

acara konser musik di Indonesia masih sering terjadi. Hal ini memunculkan banyak sekali kerugian 

untuk para pihak, terkhusus konsumen yang sudah membeli tiket. Dengan adanya regulasi baru yang 

secara khusus mengatur mengenai konser musik di Indonesia, hal ini dapat memberikan kepastian 

hukum yang lebih baik untuk konsumen ataupun pelaku usaha dalam menjalankan usahanya 
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